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RINGKASAN 

 

Perkembangan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia 

semakin hari semakin meningkat. Kegiatan pembangunan ini memelukan 

tanah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat. Persoalan yang kemudian muncul dalam 

pengadaan tanah yaitu terjadinya pengambilan tanah milik masyarakat untuk 

keperluan proyek pembangunan terutama dalam pemberian ganti 

kerugiannya.  

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan 

tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi pada pelaksanaanya meskipun berganti beberapa peraturan 

perundang-perundangan masih saja terjadi beberapa kendala yang dihadapi 

oleh pemerintah. Hal ini perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum 

atau aspek hukum yang dapat dirumuskan ke dalam latar belakang 

permasalahan di lihat dari aspek filosofis, aspek yuridis termasuk didalamnya 

aspek teoritis dan aspek sosiologis. 

Sejalan dengan hal tersebut pengambilalihan tanah oleh negara bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terhadap tanah-tanah 

yang dikuasai oleh warga atau rakyat tidak boleh dilakukan secara sewenang-

wenang, terutama dalam hal penggantian kerugian yang tetap menjamin 

pengakuan serta penghormatan hak atas tanah. Termasuk kebebasan orang 

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat yang demokratis serta perimbangan terhadap nilai-nilai 

kemanfaatan dalam pembangunan tersebut. Hal yang paling mendasar dalam 

penelitian ini adalah terkait dengan hakikat keadilan dalam pemberian ganti 

kerugian.  

Adanya ketidakjelasan pemaknaan tersebut sebenarnya juga berawal 

dari ketentuan UUPA Pasal 18 tentang kelayakan dalam pemberian ganti 

kerugian, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 18 merupakan jaminan 

bagi rakyat Indonesia mengenai hak-hak atas tanah. Terhadap pencabutan 

hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai 

dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Selanjutnya dengan merujuk 

pada ketentuan Pasal 18 UUPA, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 

tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, 

hakikat keadilan dalam ketentuan Pasal 9 undang-undang tersebut tidak 

dijelaskan secara lengkap, sampai berlakunya ketentuan Pasal 1 angka (10) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa “ganti 

kerugian adalah penggantian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak”. 

Termasuk ketidakjelasan pemaknaan yang terdapat di dalam asas keadilan, 
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dengan memberikan pengertian bahwa asas keadilan tersebut “memberikan 

jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses 

pengadaan tanah” berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum.  

Selanjutnya dapat ditemukan bahwa problematika hukum yang 

ditemukan dalam pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum adanya norma samar dalam kepentingan keadilan serta 

kelayakan. Dalam peraturan perundangan-undangan pengadaan tanah belum 

mampu untuk menjelaskan pemberian ganti kerugian secara adil dan layak. 

Termasuk didalamnya bahwa prespektif keadilan pemberian ganti kerugian 

pengadaan tanah secara hakikatnya masih bercirikan pragmatis dengan 

program pembangunan serta ketentuan ganti kerugian yang sudah ditentukan 

oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian 

tersebut harus merujuk pada teori keadilan, teori kemanfaatan dan teori 

kepastian hukum agar dapat terwujudkan hakikat negara hukum yang 

sejahtera berdasarkan Sosialisme Indonesia dan Pancasila.  

Hasil temuan yang dapat dijadikan dasar penggantian berdasarkan 

keadilan serta layak selain adanya tidak ada perbedaan golongan pemegang 

hak atas tanah serta nilai jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam 

pemberian ganti kerugian pengadaan tanah, yaitu adanya penambahan 

berdasarkan nilai kemanusian yang beradab dengan mengangkat harkat dan 

martabatnya serta didasarkan pada hakikat kebutuhan yang seimbang, 

bermanfaat, sejahtera untuk memberi ruang dalam kehidupan selanjutnya  

serta nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila.  

Sebagai bahan perbandingannya dengan pengaturan di Indonesia 

adalah perbandingan pengaturan di Malaysia yang lebih menekankan pada 

otoritas Pihak Berkuasa Negeri (PBN). Melakukan pengambilan tanah untuk 

kepentingan kerajaan juga dapat dilakukan oleh Pihak Berkuasa Negeri 

sepanjang diperuntukan bagi kepentingan umum dan hal tersebut telah 

memperoleh persetujuan dari Kerajaan Persekutuan, dengan membayar 

pampasan yang munasabah terhadap tanah tersebut. Negara Singapura, lebih 

menekankan pada pembangunan negara kota dengan kekuatan komprehensif 

dan kerangka kompensasinya dengan memberikan kebebasan untuk 

menawarkan harga tanah yang akan diambil oleh negara untuk kepentingan 

umum.  

Terkait dengan teori kewenangan maka pemberian kewenangan 

secara atributif dapat diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 kepada Menteri ATR/ Kepala BPN RI untuk menjalankan 

kewajibannya memberikan ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan 

tanah. Termasuk didalamnya bahwa dalam pemberian ganti kerugian 

pengadaan tanah yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh negara guna 



 
 

xiii 
 

melindungi warganegaranya terhadap kepentingan hak-hak yang terkait 

dengan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah dengan lebih 

mendasarkan pada sisi hukum normatifnya yaitu untuk mendapatkan 

perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara 

represif. 

Hakikat yang dibutuhkan dalam pemberian ganti kerugian yang adil 

dan layak adalah hakikat keadilan berdasarkan keadilan berimbang yaitu 

keadilan yang mengedepankan keseimbangan kepentingan serta kebutuhan 

dari masing-masing pihak, baik pemegang hak atas tanah, yang hak atasnya 

dibutuhkan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan pemerintah 

atau instansi yang membutuhkan tanah untuk kepentingan tersebut 

berdasarkan nilai-nilai sosialisme Indonesia yang terdapat di dalam nilai 

kemanusian yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. kelayakan dalam pemberian ganti kerugian adalah kelayakan 

berdasarkan standar ganti kerugian berdasarkan nilai kewajaran dan nilai 

pasar yang tidak berorientasi positivistik-legalistik saja, meskipun orientasi 

tersebut juga dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. 

Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila yang bersifat 

prismatik inilah maka diharapkan lahir sebuah sistem hukum nasional 

Indonesia yang seutuhnya, khususnya dalam pemberian ganti kerugian dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya 

diperlukan konsep baru berdasarkan paradigma hukum yang sesuai dengan 

nilai sosialisme Indonesia yang berprikemanusian dan berkeadilan sosial, dan 

tidak hanya mengacu pada  pandangan positivistik-legalistik saja seperti yang 

tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021, sedapatnya persetujuan dalam pelaksanaan pegadaan tanah dan 

khususnya pemberian ganti kerugiannya harus dengan cara penjelasan secara 

interpretasi menurut pencapaian tujuan hukum,  yang bersendikan pada nilai 

kepentingan bersama antara kepentingan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat atau antara kepentingan umum dengan kepentingan individu 

secara seimbang dijadikan dasar dalam pemberian ganti kerugian dengan 

prinsip keadilan serta layak.  

Selain tidak adanya perbedaan golongan pemegang hak atas tanah dan 

nilai jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberian ganti 

kerugian pengadaan tanah. Termasuk adanya penambahan berdasarkan nilai 

kemanusian yang beradab dengan mengangkat harkat dan martabatnya serta 

didasarkan pada hakikat kebutuhan yang seimbang, bermanfaat, sejahtera 

untuk memberi ruang dalam kehidupan selanjutnya  serta nilai keadilan sosial 

berdasarkan Pancasila.  
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ABSTRACT 

 

The existence of a vague norm begins with the provisions of the UUPA 

Article 18 regarding the feasibility of providing compensation. By referring 

to the provisions of Article 18 of the UUPA, Law Number 20 of 1961 

concerning the Revocation of Land Rights and Objects on it, the nature of 

justice in the provisions of Article The 9 laws are not fully explained, until 

the enactment of the provisions of Article 1 point (10) and Article 2 letter (b) 

of Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in 

the Public Interest which states that compensation is a fair compensation. and 

deserves the rightful party. 

The existence of these legal problems found two problems, namely (1) 

fair and appropriate compensation in land acquisition for development in the 

public interest based on a justice perspective, (2) the concept of fair and 

appropriate compensation arrangements in land acquisition for development 

in the public interest based on a justice perspective. These problems are 

discussed using normative legal research and using statutory, historical, 

conceptual and philosophical approaches. 

It can be found that the land acquisition legislation has not been able to 

explain the provision of compensation in a fair and proper manner. This 

includes the principle of fairness in the provision of compensation for land 

acquisition, in essence, is still pragmatic in nature with the provisions for 

compensation that have been determined by the government. This shows that 

the provision of compensation must refer to the theory of justice, the theory 

of expediency and the theory of legal certainty in order to realize the nature 

of a prosperous legal state based on Indonesian Socialism and Pancasila. 

These findings can be used as a basis for compensation based on 

fairness and appropriateness in addition to the existence of no difference in 

the class of holders of land rights and the value of guarantees for protection 

and legal certainty in the provision of compensation for land acquisition, 

namely the addition based on civilized human values by elevating their 

dignity and based on in essence the needs of a balanced, useful, prosperous to 

provide space in the next life as well as the value of social justice based on 

Pancasila. 

 

Keywords: The Nature of Compensation, Fair and Decent, Land Procurement 
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